GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah
ditetapkan peraturan Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 15 Tahun 2022 tentang Analisis Standar
Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, yang
berdasarkan implementasi rencana aksi pencegahan
korupsi integrasi dalam program Monitoring Centre
Prevention (MCP) KPK perlu dilakukan perubahan;

bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a
perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Analisis
Standar Belanja Pemerintah Provinsi Lampung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Lampung dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

o

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322),;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Barang milik Negara atau Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);




Menetapkan

.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah
dan rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN
2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 15 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja
Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2022 Nomor 15), diubah sebagai berikut;

1. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1
(satu) Pasal yaitu Pasal 3A yang berbunyi;

Pasal 3A
Ruang Lingkup ASB terisi dari:
a. Analisis Standar Belanja (ASB) terdiri dari ASB fisik
dan ASB Non Fisik.

b. ASB fisik, memuat standarisasi biaya kegiatan fisik
melalui analisis yang distandarkan untuk jenis
komponen kegiatan dengan menggunakan standar
barang, harga satuan barang dan upah/jasa sebagai
komponen penyusunnya.
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c. ASB Non Fisik, memuat standarisai biaya kegiatan non fisik melalui
analisi yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan
menggunakan standar barang, harga satuan barang dan
honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunannya.

2. Diantara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu
Pasal 10A yang berbunyi:
Pasal 10A
Penerapan Analisis Standar Belanja:

a. ASB dipergunakan untuk menentukan kewajaran belanja suatu sub
kegiatan dengan tugas dan fungsinya; dan

b. Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digolongkan atau
disetarakan menurut cirri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai
dengan nomenklatur ASB kegiatan yang distandarisasikan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11
(1) Setiap sub kegiatan/aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu
pada ASB berdasarkan kode ASB.

(2) Dihapus.

(3) Rincian ASB sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran
I dan Lampiran [I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuimya memrintahkan pengundangan peraturan
gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Acara daerah Provinsi
Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8-1-2026
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL
Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8-1-2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
ttd
MARINDO KURNIAWAN
BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum, -

W -

Yudhi Alfadri, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001




